PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sara’Ea JI. Wakaaka No.... Telp/Fax...
BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Membaca

Menimbang

Mengingat

NOMOR: 028 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PKBM AL-KAUTSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA,

Surat Permohonan Kepala Lembaga PKBM AL-KAUTSAR tentang Pemberian Izin
Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat AL-KAUTSAR Nomor
24.12/PPf007/2016, Tanggal : 16 Desember 2016, Perihal: Permchonan Izin
Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat beserta lampirannya.

a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan, perluasan dan pemerataan
kesempatan yang memadaifcukup bagi Masyarakat untuk memperoleh
Pendidikan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
menyelenggarakan PKBM, maka perlu pendirian satuan PKBM sesuai standar
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa hasil telah kelengkapan persyaratan pendirian dan kelayakan lapangan
menunjukan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL-
KAUTSAR oleh Ketua Panitia Pendiri PKBM AL-KAUTSAR telah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan izin pendirian;

¢. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4586);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tantang Pembentukan Kabupaten
Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nemor 66 Tahun 2010 fentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidkan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-Integratif;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279};
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20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat AL-KAUTSAR Kepada Kepala
Lembaga PKBM AL-KAUTSAR untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-KAUTSAR sebagaimana dimaksud
Dikium KESATU di atas, berlokasi di Kel. Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabuapten
Buton Utara;

lzin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas,
berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin;

PKBM AL-KAUTSAR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, dalam
menjalankan/menyelenggarakan PKBM senantiasa berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PKBM AL-KAUTSAR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, memiliki hak
dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkandi Buranga
padatanggal ..CH.. Mgi.........2017

Mendikbud Rl di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;

Bupati Buton Utara di Buranga;

Dirjen PAUD Dikmas Kemdikbud RI di Jakarta;

Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;

Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton Utara di Buranga;

Kepala Lembaga PKBM AL-KAUTSAR di Tempat;

Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) JAL-KAUTSAR di Tempat
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